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Lampiran 1 

Daftar Pertanyaan Wawancara 

 

Tanggapan orang yang diwawancarai dapat mempengaruhi pertanyaan 

yang diajukan selama wawancara. 

1.Dalam hal pembukuan keuangan desa perkebunan Ajamu, apakah pemerintah 

desa sudah menerapkan PSAP 01? 

2. Catatan keuangan seperti apa yang dimiliki pemerintah desa perkebunan 

Ajamu? 

3.Sesuai dengan UUD yang berlaku, apakah pemerintah desa perkebunan Ajamu 

sudah memberikan laporan keuangan? 

4. Siapa pihak yang membuat laporan pertanggungjawaban di Ajamu, desa 

perkebunan? 

5. Apakah Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu kesulitan mengimplementasikan 

SAP 01?  



 

 

Lampiran 2 

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

I. INDETITAS PRIBADI 

1. Nama : Yunita Patmasari 

2. NIM : 0502171063 

3. Tempat/ Tanggal Lahir : Ajamu, 06 februari 1999 

4. Pekerjaan : Mahasiswi 

5. Alamat : Perkebunan Ajamu 1, Afdeling 1 

6. Jenis Kelamin : Perempuan 

7. Agama : Islam 

8. Status : Belum Menikah 

9. Kewarganegaraan : Indonesia 

 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

1. Tamatan SDN 07 Panai Hulu Berijazah tahun 2011 

2. Tamatan SMP Swasta YAPENDAK Berijazah tahun 2014 

3. Tamatan SMAN 1 Panai Hulu Berijazah tahun 2017 

  



 

 

Lampiran 3 

 

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA 

PEEMERINTAH DESA PERK. AJAMU 

TAHUN ANGGARAN 2019 

Realisasi s.d 31/12/2019 

 

Kod

e 

RE

K 

Uraian  Anggaran 

(Rp) 

Realisasi 

(Rp) 

Lebih/(Kurang

) 

(Rp) 

1 2 3 4 5 

4 

4.2. 

 

4.2.

1 

4.2.

2. 

4.2.

3. 

PENDAPATAN 

Pendapatan 

Transfer 

Dana Desa 

Bagi Hasil 

Pajak dan 

Retribusi 

Alokasi Dana 

Desa 

 

2.125.144.000 

 

854.818.000 

 

52.000.000 

 

1.218.326.000 

 

 

2.089.166.000 

 

854.818.000 

 

16.022.000 

 

1.218.326.000 

 

35.978.000 

 

0 

 

35.978.000 

 

0 

 JUMLAH 

PENDAPATAN 

2.125.144.000 2.089.166.000 35.978.000 

5. 

5.1. 

5.1.

1. 

 

 

BELANJA 

Belanja Pegawai 

Penghasilan 

Tetap dan 

Tunjangan 

Kepala Desa 

 

717.300.000 

64.900.000 

 

 

 

 

572.456.715 

57.900.000 

 

 

 

 

144.843.285 

7.000.000 

 

 

 



 

 

5.1.

2. 

 

 

 

5.1.

3. 

 

 

5.1.

4. 

5.2. 

 

5.2.

1. 

5.2.

2. 

5.2.

3. 

 

5.2.

4. 

5.2.

5. 

 

5.2.

6. 

5.2.

7. 

 

 

5.3. 

Penghasilan 

Tetap dan 

Tunjangan 

Perangkat 

Desa 

Jaminan Sosial 

Kepala Desa 

dan Perangkat 

Desa 

Tunjangan BPD 

 

Belanja Barang 

dan Jasa 

Belanja Barang 

Perlengkapan 

Belanja Jasa 

Honorarium 

Belanja 

Perjalanan 

Dinas 

Belanja Jasa 

Sewa 

Belanja 

Operasional 

Perkantoran 

Belanja 

Pemeliharaan 

Belanja Barang 

dan Jasa yang 

Diserahkan 

Kepada 

Belanja Modal 

545.300.000 

 

 

 

 

57.300.000 

 

 

 

49.800.000 

 

619.248.045 

 

135.228.045 

 

195.990.000 

 

239.100.000 

 

 

9.900.000 

 

18.060.000 

 

 

5.970.000 

 

15.000.000 

 

 

 

494.707.500 

440.100.000 

 

 

 

 

31.656.715 

 

 

 

42.800.000 

 

577.511.000 

 

120.205.000 

 

187.800.000 

 

220.600.000 

 

 

9.900.000 

 

18.036.000 

 

 

5.970.000 

 

15.000.000 

 

 

 

138.419.500 

105.200.000 

 

 

 

 

25.643.285 

 

 

 

7.000.000 

 

41.737.045 

 

15.023.045 

 

8.190.000 

 

18.500.000 

 

 

0 

 

24.000 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

356.288.000 



 

 

5.3.

1. 

 

5.3.

2. 

 

 

5.3.

3. 

5.3.

9. 

 

Belanja Modal 

Pengadaan 

Tanah 

Belanja Modal 

Pengadaan 

Peralatan, 

Mesin dan Alat 

Belanja Modal 

Kendaraan 

Belanja Modal 

Lainnya 

330.288.000 

 

 

127.419.500 

 

 

 

26.000.000 

 

11.000.000 

0 

 

 

127.419.500 

 

 

 

0 

 

11.000.000 

330.288.330 

 

 

0 

 

 

 

26.000.000 

 

0 

JUMLAH BELANJA 1.831.255.545 1.288.387.215 542.868.330 

SURPLUS/ (DEFISIT) 293.888.455 800.778.785 (506.890.330) 

6. 

6.1 

 

6.1.

1 

6.2 

 

6.2.

2 

 

PEMBIAYAAN 

Penerimaan 

Pembiayaan 

SILPA Tahun 

Sebelumnya 

Pengeluaran 

Pembiayaan 

Penyertaan 

Modal Desa 

 

134.411.545 

 

134.411.545 

 

428.300.000 

 

428.300.000 

 

134.411.545 

 

134.411.545 

 

428.300.000 

 

428.300.000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

PEMBIAYAAN NETTO (293.888.455) 293.888.455 0 

SISA LEBIH 

PEMBIAYAAN 

ANGGARAN 

0 506.890.330 (506.890.330) 

Sumber: Pemerintah Desa Perkebunan Ajamu 

 

  



 

 

Lampiran 4 

DOKUMENTASI WAWANCARA 

 

 

 

 


